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Abstrak
 

Tesis ini bertujuan untuk menginvesitagasi secara mikroskopis struktur sosial masyarakat di desa dalam

agenda negara tentang demokratisasi desa. Sebagaimana dipahami bahwa semenjak Indonesia memasuki era

reformasi, desentralisasi dan demokrasi dikedepankan sebagai upaya untuk mengevaluasi pemerintahan

Orde Baru yang sentralistik. Pada dasarnya desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu agenda yang

mengedepankan proses pembangunan berbasis komunitas atau community-driven development. Akan tetapi

dalam perkembangannya analisis terhadap agenda demokratisasi desa sebagai lanjutan dari proses

desentralisasi dan demokratisasi tersebut sering dilakukan dengan pendekatan legal-driven, suatu

pendekatan yang menganggap bahwa urusan mendemokrasikan desa hanya berhenti pada sebatas penerapan

UU. UU Desa yang diterbitkan belakangan sebagai evaluasi terhadap UU sebelumnya, dianggap sebagai UU

yang cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan demokrasi desa, terutama karena secara normatif telah

menjamin keberfungsian BPD dan berjalannya musyawarah desa. Sementara dalam praktiknya, UU Desa

tidak selalu implementatif sehingga tidak ada jaminan bagi berfungsinya BPD dan berjalannya musyawarah

desa. Dengan demikian arena demokrasi desa yang dibayangkan oleh UU Desa tidak selalu terwujud.

Melalui penelitian etnografi selama empat bulan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat, tesis ini menunjukkan situasi politik di tingkat mikro bahwa warga desa dapat

menciptakan arenanya sendiri selain arena demokrasi desa sebagaimana yang dibayangkan oleh UU Desa.

Melalui proses pembentukan arena inilah kemudian dapat diperlihatkan gambaran praktik aktual demokrasi

desa, suatu gambaran yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan legal-driven. Untuk mengungkap

sejauhmana praktik aktual demokrasi desa tersebut, tesis ini berangkat dari beberapa pertanyaan penelitian

sebagai berikut: Mengapa BPD dan musyawarah desa yang telah dijamin secara normatif oleh UU Desa

tidak berjalan dan berfungsi dengan baik?; Bagaimana warga menyikapi ketidakberfungsian BPD dan

musyawarah desa? Ketika arena demokrasi desa tidak terbentuk seiring dengan tidak berfungsinya BPD dan

musyawarah desa, arena apa yang diciptakan oleh warga desa?; Bagaimana warga menciptakan arena

tersebut?; Bagaimana arena tersebut dapat menampilkan warga desa biasa menjadi para tokoh yang dapat

mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa?; dan Bagaimana para tokoh yang muncul tersebut

kemudian memainkan peran publiknya sebagai pihak yang menjalankan peran kontrol di satu sisi dan

mementingkan interes pribadinya di sisi lain?

......This thesis aims to investigate the social structure microscopically in the village level on the state agenda

of village democratization. As already known that since Indonesia entering the reformasi era,

decentralization and democratization have been put forward as evaluations on centralistic of New Order

government. Basically, decentralization and democratization both are the agenda that emphasize the

community driven development processes. However, time by time, analysis of the village democratization
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agenda as a continuation of the decentralization and democratization process is conducted by a legal driven

approach, an approach that consider that all the matters of village democratization just stop in the

implementing of the Law. Village Law that enacted later as an evaluation of the previous laws, is considered

as a strong legal basis for the implementation of village democracy, especially when normatively it gives a

guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. However, practically

Village Law is not always implemented so there is no guarantee for the functioning of BPD and the progress

of the village deliberation. Therefore the arena of village democracy has been imagined by Village Law does

not necesseraly establish. Through four months of ethnographic research in Pabuaran Village, Sukamakmur

Sub District, Bogor Regency, West Java, this thesis shows the political situation at the micro level where

villagers can create their own arena instead of arena of village democracy as envisaged by Village Law.

Through such this arena creation the actual practice of village democracy can be depicted, a picture that can

not be explained comprehensively by a legal driven approach. To reveal the extent of the actual practice of

village democracy, this thesis departs from several research questions as follows Why is the BPD and

village deliberation that have been normatively guaranteed by the Village Law not implement and

functioning properly How do villagers respond to the non functioning of BPD and village deliberation When

the arena of village democracy is not establised along with the non functioning of BPD and village

deliberation, what arena is created by the villagers How do villagers create the arena How can the arena

make ordinary villagers become leaders who can influence the administration of village government How do

the leaders then play their public role as social control on the one hand and attach their personal interest on

the other hand 


